PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman http://bpsdmd.jatengprov.go.id
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 18 September 2025

Nomor : 800.2.4.2/428/2025

Sifat : Segera

Lampiran : 2 (dua) lampiran

Hal : Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Manajemen Risiko Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025

Yth. Terlampir
di
Tempat

Dengan ini kami sampaikan, bahwa pada tahun 2025 Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Pelatihan
Teknis Manajemen Risiko Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang terjadwal pada
tanggal 16 - 29 Oktober 2025 menggunakan metode blended learning, dengan ketentuan
pelaksanaan sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan pentingnya kegiatan dimaksud, mengharap kesediaannya untuk
menugaskan dan mengirimkan peserta sesuai dengan persyaratan terlampir. Informasi lebih
lanjut dapat menghubungi Sdr. Lilik Budi Irwanto (HP/WA 085-713-777- 327) atau Sdr.
Prima Mahardika Putra (HP/WA 0857-1280-2100).

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 197607302001122003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Lampiran |

Surat Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Tanggal : 18 September 2025

Nomor :800.2.4.2/428/2025

Hal : Edaran Pelatihan Teknis Manajemen Risiko
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

KEPADA YTH.
1. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/ JASA,

KEPALA BIRO HUKUM;

KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;

KEPALA BIRO ORGANISASI;

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA,

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;

9. KEPALA BIRO UMUM;

10.INSPEKTUR;

11.SEKRETARIS DPRD;

12.KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;

13.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;

14.KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;

15.KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;

16.KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;

17.KEPALA BADAN PENGHUBUNG;

18.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;

19.KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH;

20.KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;

21.KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;

22.KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;

23.KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;

24 . KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;

25.KEPALA DINAS KESEHATAN;

26.KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;

27.KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;

28.KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;

29.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;

30.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;

31.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;

32.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL;

33.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;

34.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;

35.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;

36.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;

37.KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,;

38.KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;

39.KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
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40.KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
41.KEPALA DINAS SOSIAL;

42.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;

43.KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;

44 .DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH AMINO GONDOHUTOMO;
45.DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN;
46.DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. RM. SOEDJARWADI;
47.DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH;
48.DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI;
49.DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. REHATTA,
50.DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO.
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Lampiran Il

Surat Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Tanggal : 18 September 2025

Nomor :800.2.4.2/428/2025

Hal : Edaran Pelatihan Teknis Manajemen Risiko
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

KETENTUAN PELAKSANAAN
PELATIHAN TEKNIS MANAJEMEN RISIKO PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

1. Latar Belakang

Manajemen risiko merupakan salah satu komponen penting dalam tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance). Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas
pengelolaan keuangan negara, penerapan manajemen risiko telah diamanatkan dalam berbagai
regulasi, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan BPKP Nomor PER-5/K/D6/2019 tentang Pedoman
Teknis Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Meskipun regulasi telah mengatur secara jelas, implementasi manajemen risiko di tingkat
pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, masih menghadapi
berbagai tantangan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, diketahui bahwa nilai maturitas
manajemen risiko serta Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di banyak daerah masih
berada pada kategori belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kapasitas
aparatur dalam mengelola risiko masih perlu ditingkatkan.

Hal inilah yang kemudian ditindaklanjuti dengan program pengembangan kompetensi bagi
para SDM aparatur pengelola manajemen risiko melalui Pelatihan Teknis Manajemen Risiko

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

2. Maksud dan Tujuan
a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN pada penyelenggaraan Manajemen Risiko di
instansi masing-masing.
b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah maupun Instansi

Lainnya.

3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Pelatihan Teknis Manajemen Risiko Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dilaksanakan
selama 10 (sepuluh hari) pada tanggal 16 - 29 Oktober 2025 secara blended-learning, bertempat
di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



4. Kurikulum Pelatihan
Jumlah kurikulum Pelatihan Teknis Manajemen Risiko Provinsi Jawa Tengah Tahun

2025 yaitu 50 JP dengan rincian sebagai berikut :

NO MATERI JP PENGAJAR

[ MATERI UMUM 5

1 |Manajemen Risiko Pembagunan Daerah 3 | BAPPEDA Prov. Jateng
2 |Penilaian Manajemen Risiko 2 | Perwakilan BPKP Jateng
Il [MATERI POKOK 25

1 |Integrasi Manajemen Risiko dan SPIP 2 | Inspektorat Prov. Jateng
2 |Penetapan Konteks Manajemen Risiko 4 | Perwakilan BPKP Jateng
3 |ldentifikasi Risiko 6 |Inspektorat Prov. Jateng
4 | Analisis dan Evaluasi Risiko 3 | Perwakilan BPKP Jateng
5 |Respon Risiko, Infokom dan Pemantauan Risiko 4 | Perwakilan BPKP Jateng

. . . - Inspektorat Prov. Jateng dan

6 |Simulasi Penyusunan Register Risiko 6 Perwakilan BPKP Jateng
1] MATERI PENUNJANG 20

1 |Pengarahan Program 1 |BPSDMD Prov. Jateng

2 |Pendidikan Anti Korupsi 2 | KomPAK Prov. Jateng

3 |ASN BerAKHLAK 2 |BPSDMD Prov. Jateng
4 | Pre test dan Post test 1 |BPSDMD Prov. Jateng

5 |Penjelasan Penyusunan Tugas Akhir 2 | Tim Pembimbing

6 |Bimbingan Penyusunan Tugas Akhir 4 | Tim Pembimbing

7 |Seminar / Paparan Tugas Akhir 6 | Tim Penguji Seminar

8 |Evaluasi Tenaga Pengajar dan Penyelenggaraan 2 |BPSDMD Jateng

TOTAL JUMLAH JAM PELAJARAN 50

5. Jadwal Pelaksanaan

Pelatihan Teknis Manajemen Risiko Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 menggunakan
metode blended-learning selama 10 (Sepuluh) hari kerja, yang terdiri dari 7 (Tujuh) hari
pembelajaran secara daring/ online, 3 (Tiga) hari secara luring/ klasikal. Pembelajaran secara
daring/ online di Instansi masing-masing atau di tempat lainnya menggunakan komputer/ laptop
atau gawai/ smartphone, sedangkan pembelajaran klasikal bertempat di BPSDMD Provinsi Jawa

Tengah. Adapun alokasi waktu pembelajaran adalah sebagai berikut :

No| Hari ke Pukul Materi Keterangan

1 1 08.00 - 14.00 * Upacara Pefmbukaan.
* Penyampaian Materi Umum Pembela Dari )
* Penyampaian Materi Pokok 1- 5 embe aj;(r)aonM aring via

2 2-7 08.00 - 14.00 | + Penyampaian Materi Penunjang 1 dan 2
* Panduan Penyusunan Tugas Akhir

3 8.9 08.00 - 16.00 . S!mu!aS| Penyusunan Register RISIl.(O
* Bimbingan Penyusunan Tugas Akhir
« Seminar Pembelajaran Klasikal di

4| 10 | 08.00-selesai| «Evaluasi BPSDMD Prov. Jateng
* Upacara Penutupan
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6. Peserta
a. Target jumlah peserta yaitu 40 (empat puluh) orang.
b. Sasaran peserta pelatihan adalah ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
dengan persyaratan peserta:

Merupakan ASN yang tergabung dalam Tim/ Satgas SPIP/ Pengelola Manajemen Risiko di
lingkup Pemerintah Provinsi Jateng.

7. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada APBD BPSDMD Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2025.

8. Pendaftaran Peserta
Pendaftaran Online peserta maksimal tanggal 9 Oktober 2025 dengan mengisi biodata
peserta dan menyiapkan persyaratan dokumen yang meliputi :
a. Surat Perintah Tugas

b. Pas Foto (background merah, atasan putih, berdasi kupu untuk perempuan, mengenakan
papan nama)
ke website SIMAPANSDM dengan link alamat di https://s.id/MRjtg2025.
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